[SALINAN]

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 128 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang :

Mengingat

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BSRTLH)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan
pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni di
Kabupaten Ponorogo, maka Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH)
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 20 Tahun 2022, perlu untuk
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH);

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
06624);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 132/PMK.05/2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1080);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor 10 Tahun 2025 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan
Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 523);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2024 Nomor 6);



Menetapkan :
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10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak
Layak Huni (BSRTLH) (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial
Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH)(Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BSRTLH).

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah
Tidak Layak Huni (BSRTLH) (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni
(BSRTLH) (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor
12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besaran nilai BSRTLH untuk jenis kegiatan BSRTLH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:

a. Bantuan Peningkatan Kualitas sebesar Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
i. Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu
rupiah) untuk bahan bangunan; dan
ii. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk
upah tenaga kerja.
b. Bantuan Pembangunan Baru sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
i. Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu
rupiah) untuk bahan bangunan; dan

ii. Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
untuk upah tenaga kerja.

(2) Rincian besaran nilai BSRTLH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 31 Desember 2025
Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 31-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 128.

Salinan sesuai dengan aslinya






